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BAB VI 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

membuktikan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah 

memiliki pengaruh yang positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah BPPKAD 

Provinsi  Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis deskriptif memberikan gambaran kategori variabel Pemahaman 

Sitem Akuntansi Keuangan Daerah,Pengendalian Internal,dan Pengelolaan 

Keuangan Daerah tergolong baik dengan kategori masing-masing variabel 

adalah Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 74,Pengendalian 

Internal 74,dan Pengelolaan Keuangan Daerah 74. 

2. Hasil Penelitian menunjukan bahwa secara parsial, pertama variabel 

Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menunjukan nilai signifikan 

0,981 lebih kecil dari nilai alfa yang digunakan 0,05 artinya terdapat pengaruh 

positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel Pengelolaan Keuangan 

Daerah.Kedua variabel Pengendalian Internal menunjukan nilai signifikan 

0,043 lebih kecil dari tingkat alfa yang digunakan 0,05 artinya terdapat 

pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

3. Hasil peneltian menunjukan bahwa variabel Pemahaman Sistem Akuntansi 

Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal secara simultan positif dan nilai 

signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0.05 yakni 0,001 < 0,05. 
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4. Berdasarakan Koefisien Determinasi persamaan regresi R Square sebesar 

0,312. Koefisien ini mempunyai arti bahwa variabel bebas tersebut secara 

bersama-sama memberikan sumbangan terhadap variabel terikat sebesar 31,2% 

sedangkan sisanya 68,8% yang dipengaruhi faktor lain. 

 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut:  

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai pemahaman 

sistem akuntansi keuangan daerah yang telah diterapkan dalam proses 

pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sudah dapat dikatakan baik, 

efektif. Khusunya BPPKAD  Provinsi Nusa Tenggara Timur harus lebih 

memahami sistem akuntansi keuangan daerah dalam meningkatkan 

Pengelolaan Keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas dan 

akuntabel.  

2. Untuk meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah pada proses pencatatan 

harus dilakukan dengan lebih teliti supaya menghindari transaksi yang tidak 

tercatat dan agar terdokumentasikan, perlu dilakukan pengawasan dan 

pengendalian dari dalam instansi itu sendiri  terhadap transaksi-transaksi 

maupun aset dan persedian, dan peningkatan sistem atau aplikasi yang 

memadai agar proses pencatatan dan pelaporan lebih efektif.  
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